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ABSTRAKSI 

 

Nama : Brian Pramana Nuari Putra 

Nim : 202110110311107 

Judul : Efektivitas Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie 

Dalam Penetapan Batas Bidang Tanah (Studi Di Kantor 

Pertanahan Kota Madiun) 

Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum 

Isdian Anggraeny, SH., M.Kn 

Penetapan batas tanah merupakan tahapan penting dalam pendaftaran tanah 

untuk menjamin kepastian hukum atas hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis efektivitas penerapan asas Contradictoire Delimitatie dalam 

penetapan batas bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Madiun. Metode yang 

digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pejabat serta 

petugas pengukuran BPN Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

asas Contradictoire Delimitatie telah diterapkan secara efektif dari segi hukum 

dan administrasi karena memenuhi seluruh ketentuan formal sebagaimana 

diatur dalam Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, khususnya melalui 

mekanisme persetujuan tertulis dan dokumentasi foto bergeotag. Penerapan 

asas ini mampu memperkuat dasar hukum sertifikat tanah serta berfungsi 

preventif dalam mencegah sengketa batas antar pemilik tanah. Namun, 

efektivitasnya belum sepenuhnya optimal akibat beberapa hambatan, seperti 

ketidakhadiran para pihak saat pengukuran, rendahnya kesadaran masyarakat 

dalam memasang tanda batas, lemahnya pengawasan di loket pelayanan, dan 

kendala struktural di tingkat kelurahan. Kantor Pertanahan Kota Madiun telah 

melakukan berbagai upaya seperti penggunaan teknologi geotagging, 

penerapan persetujuan tertulis sebelum pengukuran, dan peningkatan 

koordinasi dengan aparat kelurahan. Peneliti merekomendasikan perlunya 

penguatan sosialisasi hukum dan pengawasan administratif agar asas 

Contradictoire Delimitatie dapat berjalan lebih konsisten dan berkeadilan. 

 

Kata kunci: Asas Contradictoire Delimitatie, penetapan batas tanah, 

efektivitas hukum, Kantor Pertanahan Kota Madiun. 
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ABSTRACT 

 

Nama : Briam Pramana Nuari Putra  

Nim : 202110110311107 

Judul : The Effectiveness of Applying the Principle of Contradictoire  

   Delimitatie in Determining Land Boundaries (A Study at the  

   Madiun City Land Office) 

Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum  

  Isdian Anggraeny, SH., M.Kn 

 

Boundary determination is an essential stage in land registration to ensure 

legal certainty of land ownership rights. This study aims to analyze the 

effectiveness of implementing the Contradictoire Delimitatie principle in 

boundary determination at the Madiun City Land Office. The research applies 

an empirical juridical method using literature studies and in-depth interviews 

with officials and survey officers of the Land Office. The results indicate that 

the Contradictoire Delimitatie principle has been effectively implemented from 

legal and administrative perspectives, as it fully complies with the formal 

requirements set forth in Ministerial Regulation ATR/BPN No. 16 of 2021, 

particularly through written consent mechanisms and geotagged photo 

documentation. This principle strengthens the legal foundation of land 

certificates and functions preventively in minimizing boundary disputes among 

landowners. However, its effectiveness remains limited by several obstacles, 

including the absence of parties during field measurements, low public 

awareness in installing boundary markers, weak administrative supervision, 

and structural issues at the sub-district level. The Madiun City Land Office has 

made efforts such as adopting geotagging technology, requiring written 

approval prior to measurement, and enhancing coordination with local 

officials. The study recommends strengthening public legal education and 

administrative monitoring to ensure that the Contradictoire Delimitatie 

principle is applied more consistently, effectively, and equitably. 

 

Keywords: Contradictoire Delimitatie principle, land boundary determination, 

legal effectiveness, Madiun Land Office. 
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Madiun Pertama Di Jatim Sekaligus Kedua Nasional” dalam 

https://madiuntoday.id/berita/2023/03/28/menteri-atrbpn-resmikan-kota-madiun- 

jadi-kota-lengkap-kota-madiun-pertama-di-jatim-sekaligus-kedua-nasional#main- 

slide diakses pada tanggal 15 September 2025 
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Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan 

Pertanahan Nasional 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan 

Pertanahan Nasional 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria 
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